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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN I 

 

Data Rincian Kasus Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual  

(Berbasis Elektronik) di Jawa Tengah 

 

No 
Polres Kota / 

Kabupaten  

Jumlah 

Perkara 
Jenis Perkara  Keterangan 

1 
Ditreskrimsus 

Polda Jateng 
1 

UU Nomor 44 Tahun 

2008 tentang 

Pornografi Pasal 29 

Jo Pasal 4 Ayat ( 1 ) 

pasal 45 ayat (1) jo 

pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang 

Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 

2016 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Republik Indonesia 

11 Tahun 2008 

tentang Informasi 

dan Transaksi 

Elektronik 

Telah terjadi dugaan 

tindak pidana dengan 

cara menyebarkan foto 

dan video asusila melalui 

media whatsapp dan 

email dengan niat untuk 

mengikuti kemauan 

Pelaku dengan cara 

korban bercerai kepada 

suaminya  

2 
Polres Tegal 

Kota 
1 

PASAL 88 Jo Pasal 

76I UURI Nomor 17 

tahun 2016 tentang 

penetapan Peraturan 

Pemerintah 

Pengganti UU 

Nomor 1 Tahun 

2016 tentang 

perubahan Kedua 

atas UU Nomor 23 

Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak 

Telah terjadi dugaan 

Tindak Pidana 

Eksploitasi secara 

ekonomi dan atau seksual 

terhadap anak di bawah 

umur 

3 Polres Pemalang 1 

Pasal 7 ayat ( 2 ) 

Huruf b UU RI NO 

12 Tahun 2022 

tentang tindak 

pidana kekerasan 

seksual 

telah terjadi dugaan 

tindak pidana ancaman 

penyebaran video hasil 

rekaman ( screen 

recorder ) Video Call sex 

( Vcs ) dari aplikasi 

Whatsapp, untuk 



menuruti nafsu bejat 

pelaku menyetubuhi dan 

mencabuli korban  

4 
Polres 

Purworejo 
1 

Pasal 5 ayat ( 1 ) 

Huruf i UU RI no 12 

Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana 

kekerasan seksual 

telah terjadi dugaan 

Tindak Pidana ancaman 

penyebaran video (screen 

recorder) yang 

bermuatan seksual 

melalui Video Call 

Instagram yang di share 

ke aplikasi Whatsapp 

5 Polres Jepara 1 

Pasal 29 Jo Pasal 4 

UU RI No. 44 Tahun 

2008 tentang 

Pronografi dan atau 

Pasal 45 ayat ( 1 ) Jo 

Pasal 27 ayat ( 1 ) 

UU RI No 19 tahun 

2016 tentang 

perubahanatas UU 

No. 11 tahun 2008 

tentang informasi 

dan Transaksi 

Elektronik 

telah terjadi dugaan 

penyebaran foto dan 

video bermuatan seksual 

yang di share di media 

sosial akun instagram 

6 
Polres 

Pekalongan 
1 

Pasal 6 Huruf a Jo 

Pasal 14 ayat ( 1 ) 

Huruf a UU RI No 

12 Tahun 2022 

tentang Tindak 

Pidana Kekerasan 

seksual 

telah terjadi dugaan 

tindak pidana melakukan 

perbuatan seksual secara 

fisik yang ditujukan 

terhadap tubuh dan 

dengan menggunakan 

sarana elektronik 

mengambil gambar 

tangkapan layar yg 

bermuatan seksual diluar 

kehendak / tanpa 

persetujuan yang menjadi 

obyek perekaman 

   



LAMPIRAN II 

 

Data  Tipologi Umur Korban Kekerasan Seksual Berbasis elektronik di 

Wilayah Polda Jawa Tengah 

 
No Polres Kota/ 

Kabuapten 

JML 

Perkara 

Pelaku/ 

Tersangka 

Kelompok 

Umur 

Pelaku 

Korban 

Perempuan 

Kelompok 

Umur 

Korban 

1 Ditreskrimsus Polda 

Jateng 

1 Mohammad 

Mohosin 

38 Tahun Fitriani 

Kahar 

34 Tahun 

2 Polres Tegal Kota 1 Ibrohhim 21 tahun Helga 

Natasya 

15 Tahun 

3 Polres Pemalang 1 Hardi Saputra 20 Tahun Rizqi Annah 17 Tahun 

4 Polres Purworejo 1 Kevin 25 Tahun Rani Indah 

Widiantari 

15 Tahun 

5 Polres Jepara 1 Wawan 

Setiawan 

33 Tahun Elvira 

Rosiana 

Arianti 

37 Tahun 

6 Polres Pekalongan 1 Afan Ginanto 

Sigit Raharjo 

28 Tahun Miftakhul 

Janah 

27 Tahun 

 Jumlah 6     

     

 

 



LAMPIRAN III 

 

Data Normatif Kekerasan Seksual di Polda Jateng 

 

No JENIS 

LAPOR  
JM

L 

Tahap 

II 
P21 RJ SP3 

Tidak 

Cukup 

Bukti 

Bukan 

Perkara 

Pidana 

Dalam 

Lidik/Proses 

Tahun 

2022 

Jml 

Perkara  
        

 

1 
Kekerasan 

Seksual  
0 47 47 0 27 1 0 0 0 19  

Jumlah 

 0 47 47 0 27 1 0 0 0 19 
 

 



LAMPIRAN IV 

 

Data Status Hubungan Korban dengan Pelaku 2023 

No 
Polres  
Kota / 

Kabupaten  

Jumlah 
Perkara 

Jenis Perkara  

Penyelesian 
Perkara 

Dalam 
Proses / 

Lidik 
Keterangan 

P21 RJ SP3 

1 
Ditreskrimsus 
Polda Jateng 

1 

UU Nomor 44 Tahun 

2008 tentang Pornografi 

Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat 

( 1 ) pasal 45 ayat (1) jo 

pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang Republik 

Indonesia Nomor 19 

Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-

Undang Republik 
Indonesia 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

    1   

Telah ter jadi dugaan 
tindak pidana dengan 
cara menyebarkan foto 
dan video asusila melalui 
media whatsapp dan 
email dengan niat untuk 
m e n g i k u t i  k e m a u a n 
P e l a k u  d e n g a n  c a r a 
korban bercerai kepada 
s u a m i n y a  

2 
Polres Tegal 

Kota 
1 

PASAL 88 Jo Pasal 76I 
UURI Nomor 17 tahun 
2016 tentang penetapan 
Peraturan Pemerintah 
Pengganti UU Nomor 1 
Tahun 2016 tentang 
perubahan Kedua atas 
UU Nomor 23 Tahun 
2002 tentang 
perlindungan anak 

1 

    

  

Telah terjadi dugaan 
Tindak Pidana Eksploitasi 
secara ekonomi dan atau 
seksual terhadap anak di 
bawah umur 

3 
Polres 

Pemalang 
1 

Pasal 7 ayat ( 2 ) Huruf b 
UU RI NO 12 Tahun 2022 
tentang tindak pidana 
kekerasan seksual 

1 

    

  

telah terjadi dugaan 
tindak pidana ancaman 
penyebaran video hasil 
rekaman ( screen 
recorder ) Video Call sex 
( Vcs ) dari aplikasi 
Whatsapp, untuk 
menuruti nafsu bejat 
pelaku menyetubuhi dan 
mencabuli korban  



No 
Polres  
Kota / 

Kabupaten  

Jumlah 
Perkara 

Jenis Perkara 

Penyelesian 
Perkara Dalam 

Proses / 
Lidik 

Keterangan 

P21 RJ SP3 

4 
Polres 

Purworejo 
1 

Pasal 5 ayat ( 1 ) Huruf i 
UU RI no 12 Tahun 2022 
tentang Tindak Pidana 
kekerasan seksual 

1       

telah terjadi dugaan 
Tindak Pidana ancaman 
penyebaran video 
( screen recorder ) yang 
bermuatan seksual 
melalui Video Call 
Instagram yang di share 
ke aplikasi Whatsapp 

5 Polres Jepara 1 

Pasal 29 Jo Pasal 4 UU RI 
No. 44 Tahun 2008 
tentang Pronografi dan 
atau Pasal 45 ayat ( 1 ) 
Jo Pasal 27 ayat ( 1 ) UU 
RI No 19 tahun 2016 
tentang perubahanatas 
UU No. 11 tahun 2008 
tentang informasi dan 
Transaksi Elektronik 

1 

    

  

telah terjadi dugaan 
penyebaran foto dan 
video bermuatan seksual 
yang di share di media 
sosial akun instagram 

6 
Polres 

Pekalongan 
1 

Pasal 6 Huruf a Jo Pasal 
14 ayat ( 1 ) Huruf a UU 
RI No 12 Tahun 2022 
tentang Tindak Pidana 
Kekerasan seksual 

1 

    

  

telah terjadi dugaan 
tindak pidana melakukan 
perbuatan seksual secara 
fisik yang ditujukan 
terhadap tubuh dan 
dengan menggunakan 
sarana elektronik, 
melakukan perekaman, 
mengambil gambar 
tangkapan layar yg 
bermuatan seksual diluar 
kehendak / tanpa 
persetujuan yang 
menjadi obyek 
perekaman  

  Jumlah 6   5   1     
 

 



LAMPIRAN V 

 

Berita Acara Proses Pendampingan di Polda Jateng 

 

  



  



  



  



LAMPIRAN IV 

                Data Wawancara Dengan Polda Jateng 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana upaya yang 

dapat dipilih oleh pelapor 

dalam proses 

penyelesaian kasus 

kekerasan seksual 

berbasis elektronik di 

Polda Jateng ? 

Dalam proses penyelesaian kasus ada dua upaya 

yang dilakukan oleh Polda Jateng, yaitu litigasi 

dan non-litigasi dengan konsekuensinya masing-

masing. Meskipun kadang keputusan yang 

diambil oleh penyintas ketika memilih salah 

satunya kami rasa kurang menguntungkan, ya 

tetap kami hargai. Upaya non-litigasi kadang 

dilakukan dengan jalur mediasi (korban bertemu 

dengan pelaku), kadang juga non-mediasi 

(korban tidak bertemu dengan pelaku). Beberapa 

korban tidak memilih jalur litigasi untuk 

menyelesaikan kasusnya karena kasihan terhadap 

pelaku. 

2.  Bagaimana tahapan-

tahapan proses penanganan 

kasus kekerasan seksual 

berbasis elektronik di Polda 

Jateng? 

Korban menghubungi pihak kepolisian untuk 

mendiskusikan jadwal bertemu atau langsung datang 

ke kantor, setelah itu Korban menceritakan kasus yang 

dialami. Kami memberikan pilihan kepada Korban 

untuk memilih upaya litigasi/ atau non-litigasi. 

kemudian Korban diberi pendampingan yang sesuai 

dengan kebutuhannya 

3.  Bagaimana proses 

Pendampingan bagi korban 

terkait kasus pelecehan 

seksual berbasis elektronik 

di Polda Jateng? 

Pendampingan yang kami lakukan sesuai kebutuhan. 

Pertama, kita membantu korban untuk menenangkan 

dirinya terlebih dahulu. Kedua, memastikan bodi 

digital aman. Dalam beberapa kasus, korban 

membagikan user name dan PIN dompet digital 

dengan pelaku. Kalau mau ke jalur hukum, kita 

membantu research alat bukti dan menyimpannya 

dengan rapi. 



No. Pertanyaan Jawaban 

4. Bagaimana kendala yang 

dialami oleh pendamping 

dalam menangani kasus 

kekerasan seksual 

berbasis elektronik di 

Polda Jateng? 

Sebelum adanya UU TPKS, UU yang ada kurang 

memihak kepada korban. Misalnya saja UU ITE, 

alih-alih korban mendapat payung hukum, 

kadang justru bisa membuatnya menjadi 

tersangka. 

5. Apakah kemudian Polda 

Jateng juga bekerja sama 

dengan lembaga-

lembaga eksternal, 

terkait pendampingan 

korban kasus pelecehan 

seksual berbasis 

elektronik di Polda 

Jateng ? 

Polda Jateng melakukan kerjasama dengan Unit 

PPA dalam menangani proses litigasi. Dalam 

proses pendampingan, Polda Jateng juga 

melakukan kerjasama dengan kalangan 

akademisi, pengacara, dan ahli pidana untuk 

kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. 

Sedangkan untuk kasus KS yang lain, Polda 

Jateng juga bekerjasama dengan psikolog dan 

dokter dalam memberikan ketenangan jasmani 

dan rohani bagi korban. 
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